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PUTUSAN
Nomor 5395/Pdt.G/2022/PA.Bbs

[ B

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada
tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara;

PEMOHON , umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan perawat, Pendidikan
Diploma lll, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten
Brebes, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON , umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Bidan, Pendidikan
Diploma Ill, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten
Brebes, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di depan

sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal

05 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes

Nomor : 5395/Pdt.G/2022/PA.Bbs tanggal 05 Desember 2022, telah

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah Termohon yang telah melangsungkan
pernikahannya di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama
Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah, pada
hari Ahad, 19 Juli 2015 M bertepatan dengan tanggal 02 Syawal 1436 H
sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX
tertanggal 22 Juli 2015 ;
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2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di
rumah Pemohon yang beralamat di XXXXXXX, Kabupaten Brebes sampai
bulan Juni 2020, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah hidup
bersama selama selama 4 tahun 10 bulan;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjalani hubungan layaknya suami
istri dan dalam keadaan Bada ad-dukhul dan telah dikaruniai seorang anak
yang bernama : XXXXXXXXX (Perempuan), lahir di Brebes, 30 Juni 2020
(Umur 2 tahun);

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan
rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2020 Termohon pergi
meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa alasan yang jelas dari rumah
Pemohon yang beralamat di XXXXXXX, Kabupaten Brebes. Dan Termohon
pulang ke rumah kontrakan yang beralamat beralamat di XXXXXXXX,
Kabupaten Brebes. Sampai sekarang. Sehingga Termohon telah
meninggalkan Pemohon selama 2 tahun 5 bulan;

5. Bahwa Termohon sudah tidak peduli lagi dengan Pemohon dan rumah
tangga sehingga atas sikap dan perilaku Termohon, menimbulkan
ketidakbahagiaan dan kesengsaraan bagi Pemohon bahkan Pemohon telah
mengalami penderitaan lahir maupun batin;

Bahwa Pemohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga Pemohon;
Bahwa atas peristiwa tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk
mengajukan perkara ini, karena Termohon telah meninggalkan Pemohon
selama 2 tahun 5 bulan sehingga telah terpenuhinya unsur-unsur Pasal 19
huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974
tentang perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Pemohon mohon agar Bapak

Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan untuk menerima, memeriksa dan

memutus yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
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2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak
satu raji terhadap Termohon (TERMOHON ) dimuka sidang Pengadilan
Agama Brebes;

3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang
menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil’kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa
tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, sehubungan Termohon tidak hadir, maka usaha perdamaian
melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud pasal 7
ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan
menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi
tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap
dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXX  tanggal 15
September 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan
aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan
Ketanggungan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Nomor
XXXXXXXXX  tanggal 22 Juli 2015, yang bermeterai cukup dan telah
sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi-saksi;

1. XXXXXXXX , umur 43 tahun, Agama lIslam, pekerjaan ibu rumah
tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXX , Kabupaten Brebes, yang
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memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah saudara Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan
setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir
di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal
karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sampai
sekarang telah berjalan selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, dan
Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon.

- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal
karena sering berselisin dan bertengkar yang disebabkan karena
Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa
alasan yang jelas;

- Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan
tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk
merukunkan lagi;

2. XXXXXXX , umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat
tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Brebes yang memberikan keterangan
di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah tetangga Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan
setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir
di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal
karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sampai
sekarang telah berjalan selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, dan
Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon.
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- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal
karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena
Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa
alasan yang jelas;

- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dengan
Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi,
lalu Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap
pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam
persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk
menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita
Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara cerai talak
yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka
berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalam
kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan
menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan
sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberi materai
sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan
ayat (8) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sehingga dapat dinyatakan sebagai alat
bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan
Agama Brebes. Sedangkan Termohon, berdasarkan surat permohonan
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Pemohon yang tidak dibantah Termohon, telah terbukti pula Termohon
berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di
wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes, sedangkan Termohon telah pergi
meninggalkan = Pemohon dan pula Termohon tidak mengajukan
bantahan/eksepsinya, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
perkara a quo termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Brebes untuk
memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan
sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberi materai
sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan
ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat
bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih
terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon telah mempunyai
alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah
mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena
Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang selama 2 (dua)
tahun 5 (lima) bulan dan tidak pernah kembali kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai
wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Termohon telah dipanggil
secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan
oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus
dinyatakan tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa kehadiran
Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan
verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR jo Surat Edaran Mahkamah
Agung Rl Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 dan sesuai pula dengan
pendapat dalam Kitab Al Anwar juz Il halaman 55:
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Artinya : “Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau
gha’ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian”;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalii permohonannya,
Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di
bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di
depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi
tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut
undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing
(vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil
dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang tidak
dibantah oleh Termohon serta dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan
saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta
hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di
hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Ketanggungan, Kabupaten Brebes, pada tanggal 19 Juli 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di
rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi
perselisihan yang ditandai dengan hidup berpisahnya antara Pemohon
dengan Termohon yang hingga sekarang selama 2 (dua) tahun 5 (lima)
bulan, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan tidak
pernah kembali kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa telah cukup bukti adanya alasan terjadinya perceraian
sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9
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Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah
satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun lebih secara
berturut-turut, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon hingga
sekarang tanpa izin Pemohon, sedangkan Termohon telah menyatakan atau
menunjukan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama dengan
tidak pernah kembali kepada Pemohon. (vide : Pasal 21 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum
Islam). Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan
karenanya harus dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan dalil syar’i dalam
Al Quran surat Al Bagarah ayat 227 sebagai berikut :

59 - @ - T]-'”-:'—l i 1% i"l AP
=t Y B Y B 2Y P
T Ale as Ol 250 4l

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang tidak hadir;
Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek;
Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu
raji terhadap Termohon (TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama
Brebes;
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4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022
M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 H., oleh kami Drs. H. Arif
Mustagim, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Brebes
sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I. dan Drs. Kiagus Ishak Z.A.
, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut
dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Mohamad Fajrul
Umam, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa
hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Arif Mustaqgim, M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I. Drs. Kiagus Ishak Z.A.

Panitera Pengganti

Mohamad Fajrul Umam, S.Ag.
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Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara Rp. 75.000,00,-
3. Biaya Panggilan Rp. 375.000,00,-
4  PNBP relaas panggilan pertama Pemohon Rp 10.000,00,-
5. PNBP relaas panggilan pertama Termohon Rp 10.000,00,-
6. Redaksi Rp. 10.000,00,-
7. Meterai Putusan Rp. 10.000,00,-

Jumlah Rp. 520.000,00,-
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)
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